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PUTUSAN
Nomor 456/Pdt.G/2022/PA. Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ardiana Andas Mayasari Binti Moch. Nurcholis, tempat dan tanggal lahir Kediri,
23 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jalan Balowerti Gg.V No0.18 Rt.011 Rw.003 Kelurahan Balowerti,
Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Deby Nur Cahyo Bin Sujarno, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Desember
1996, agama Islam, pekerjaan XXXxXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jalan Dewi Sartika Lingkungan Grogol Rt.038 Rw.008 Kelurahan
Singonegaran,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, XXXX XXXXXX sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Juli 2022 telah
mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Kdr,
tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 M., Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kota, XXXX XXXXXX,
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Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor

0159/043/1V/2016, tanggal 25 April 2016;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
nenek Tergugat yang berada di Jalan Balowerti Gg.V No.18 RT.011 RW.003
Kelurahan Balowerti, XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXxX dengan keadaan ba'da
dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. MOHAMMAD ABAS RIZALMAULY, laki-laki, umur 5 tahun; (sampai saat
ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat)

2. ANNASYA ADRENA SAYLA, perempuan, umur 2 tahun; (sampai saat ini
anak tersebut dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai goyah akibat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut
disebabkan, antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah
ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak adanya keterbukaan terkait gaji
sehingga nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat tidak cukup
untuk mempenuhi kebutuhan ekonomi;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti menampar
Penggugat pada saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan
anak-anak yang sedang habis;

- Bahwa Tergugat tidak adanya tanggung jawab terhadap kebutuhan
keluarga; 11 bulan

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang
hingga kini berjalan selama 11 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat
tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa selama pisah rumah , antara Penggugat dan Tergugat sudah

diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatukan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau
berdamai dan rukun Kembali dan ternyata berhasil, sehingga Penggugat
menyatakan mencabut perkaranya, sedang Tergugat menyatakan tidak

keberatan atas pencabutan tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya,;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor dari Penggugat;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami HARUN JP,
S.Ag., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan Drs.
RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,
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SUPRI AKWAN, S.H.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp75.000,00
Panggilan Rp400.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah )

agrwbPE
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